BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan dan Saran Mengenai Ketepatan Penggunaan Nama Sewa
Menyewa Dalam Praktek Penggunaan Server
Problematika pertama adalah mengenai ketepatan penggunaan nama
perjanjian sewa menyewa dalam pengunaan server. Dalam prakteknya
server yang disewakan tidak dapat dipindah tangankan oleh pihak penyewa
dikarenakan dalam prakteknya server memiliki kebutuhan khusus yang
harus terpenuhi, oleh karena itu server diletakkan pada data center. Hal ini
menjadi kontradiktif dengan konsep perjanjian sewa menyewa menurut
KUHPerdata pada pasal 1550 ayat (1) barang yang menjadi objek sewa
wajib diserahkan kepada pihak penyewa. Kewajiban tersebut merupakan
unsur essensialia dari perjanjian sewa menyewa, yang dengan kata lain
apabila unsur tersebut tidak ada maka tidak terjadi perbuatan sewa
menyewa. Akan tetapi ketika diteliti lebih lanjut menggunakan analogi
terkait perjanjian sewa Safe Deposit Bank, maka sebenarnya yang menjadi
objek dalam perjanjian sewa server adalah hak pemakaiannya yang berarti
ketika hak pemakaian tersebut dialihkan maka terjadi pengalihan
kenikmatan atas barang. Maka karena hal itu penggunaan nama perjanjian

sewa menyewa sudah tepat.
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B. Kesimpulan Mengenai Keabsahan Perjanjian Sewa Server

Problematika kedua adalah mengenai keabsahan perjanjian tersebut.

Keabsahan sudah otomatis merujuk ke pasal 1320 KUHPerdata yang

menyebutkan empat syarat sahnya sebuah perjanjian yang antara lain adalah

kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian, suatu

hal tertentu dan sebab yang halal. Dari hasil analisa dalam bab sebelumnya

maka dapat disimpulkan:

- Kesepakatan antara para pihak muncul ketika ditekannya tombol “beli
sekarang”, yang merupakan penyampaian kesepakatan secara tegas

- Kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian telah terpenuhi dengan
adanya kolom identitas dalam perjanjian yang wajib diisi, yang
didalamnya mewajibkan menyertakan umur dan NPWP. Dengan
kewajiban tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak dalam perjanjian ini
merupakan subyek yang cakap untuk melakukan perjanjian

- Objek yang terdapat dalam perjanjian tersebut adalah merupakan benda
bergerak yaitu sebuah server, sehingga perjanjian tersebut menjajikan
hal terkait server. Dengan server sebagai objek maka syarat suatu hal
tertentu telah terpenuhi karena objek dalam perjanjian tersebut
merupakan benda yang dapat diidentifikasi

- Perjanjian tidak melanggar hukum apapun, sehingga perjanjian tersebut
memiliki sebab yang halal
Dari pemaparan rinci dari analisis syarat keabsahan perjanjian tersebut

maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian yang

sah menurut 1320 KUHPerdata.
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C. Saran

Penggunaan nama perjanjian sewa menyewa walaupun tepat, tetapi
dapat menimbulkan kebingungan. Kebingungan tersebut muncul akibat
objek dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian sewa Server ini
harus memiliki namanya yang khusus, yaitu dengan nama “Perjanjian Jasa
Penyediaan Server”. Ditambah pula, agar menghilangi kebingungan
mengenai definisi-definisi dasar pada KUHPerdata dalam era modern ini,
perlu adanya pembaharuan terkait definisi-definisi mendasar dalam bidang

hukum perdata.
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